BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1519, 2014

KEMENTAN. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116/Permentan/0T.140/10/2014

TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

Mengingat

bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/0OT.140/7/2010 telah ditetapkan
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian
Pertanian;

bahwa dengan dinamika perkembangan peraturan
perundangan dan teknologi informasi guna
memperlancar arus informasi serta komunikasi tulis
kedinasan perlu pengembangan tata naskah dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta tertib
administrasi dan peningkatan pelayanan publik, perlu
mengatur Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2014, No.1519 2

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

S. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA
NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2
Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 sebagai acuan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian
dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 40/Permentan.OT.140/7/2010 tentang Petunjuk
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Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :116/Permentan/0OT.140/10/2014
TANGGAL: 6 Oktober 2014

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyesuaian dan penyempurnaan tata naskah dinas sebagai
bagian dari unsur administrasi umum perlu
mempertimbangkan dinamika perkembangan peraturan
perundangan dan teknologi informasi untuk memperlancar
arus informasi serta komunikasi tulis kedinasan.
Ketatalaksanaan Pemerintah merupakan pengaturan tentang
cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang
kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi Pemerintah
pusat dan daerah. Ruang lingkup administrasi umum yang
meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan
dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi
umum meliputi antara lain pengaturan tentang jenis dan
penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo
dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan
benar, pengelolaan naskah dinas korespondensi,
kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan, serta
ralat.

Ketentuan tentang tata naskah dinas di Kementerian
Pertanian telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Tata Naskah
Dinas Kementerian Pertanian. Dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun
2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
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Pemerintah, serta saran dan masukan dari unit kerja yang
ada di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat yang ada di
daerah terhadap pelaksanaan di lapangan, maka Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/0OT.140/7/2010
perlu ditinjau kembali.

. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian dimaksudkan
sebagai acuan pengelolaan tata naskah dinas unit kerja
lingkup Kementerian Pertanian.

2. Tujuan

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian bertujuan
menciptakan kelancaran komunikasi, keseragaman,
kerapihan dan ketertiban dalam penyusunan format
naskah dinas yang efektif dan efisien lingkup Kementerian
Pertanian.

. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian
meliputi jenis naskah dinas, penyusunan naskah dinas,
pejabat penandatangan naskah dinas, penggunaan lambang
negara, logo, dan cap dinas.

. Pengertian Umum
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan.

2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi
tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format,
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan
penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.



